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Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pelaksanan Program kebijakan tentang Program Inovasi Pembanguan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di kelurahan Karanganyar kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan adalah studi lapangan seperti observasi dan wawancara yang menitikberatkan pada kajian implementasi kebijakan tentang Program Inovasi Pembanguan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di kelurahan Karanganyar yang didasari pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 436 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 tahun 2015 [footnoteRef:2]tentang pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program Inovasi Pembanguan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di kelurahan Karanganyar. Faktor komunikasi berkaitan dengan transmisi, kejelasan dan konsistensi masih terbentur pada rendahnya sistem komunikasi, kejelasan dalam mentransformasikan kebijakan PIPPK kepada tingkat rw. Sebagai akibat dari tidak berjalnnya transmisi, kejelasan, dan konsistensi berimplikasi pada kekurangpercayaan warga terhadap program yang dijalankan untuk menjadi sarana informasi dan edukasi bermanfaat. Faktor sumberdaya berkaitan dengan staf dan fasilitas masih terkendala terkait kesediaan dalam peningkatan tenaga ITE dan fasilitas ruangan rapat sebagai sarana penunjang PIPPK. Faktor disposisi berkaitan dengan kejujuran, komitmen salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dikelurahan karanganyar memiliki disposisi yang cukup baik khususnya pada tingkat kejujuran dan komitmen dengan rencana program yang terlaksana. Faktor sturktur birokrasi  berkaitan dengan fragmentasi. Masih belum  terlihat efektivitas dan efesiensi khususnya terkait prosedur pengajuan usulan program terhadap warga. Upaya fragmentasi mampu mengakomodir usulan warga melalui mekanisme usulan tidak hanya terpaut unsur  [2: Peraturan wali bandung No 436 tahun 2015] 
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kapasitas teknis saja, selain itu unsur tanggungjawab dan komitmen yang tinggi dalam penerapannya.
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Abstract

The main problem in this study is the implementation of regional development and empowerment innovate (PIPPK) in the karanganyar village of bandung city. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, as for data collection techniques carried out are field studies such as observations and interviews that focus on the study policy implementation about the development innovation and regional empowerment (PIPPK) in Karanganyar, based on regulation of the mayor of bandung Number 436 of 2015 concering change to regulation of the mayor of bandung Number 281 of 2015 concerning the implementation of the regional development and empowerment innovation program (PIPPK) in Karanganyar. Communication system, clarity and consistency are still collided with the low communication system, clarity in transforming PIPPK policy to the level of rw. As a result of the non-functioning of the transmission, clarity and consistency have implications for the lack of trust of citizens towards the program being implemented as a means of information and education is useful. Factor related to staff and facilities are still constrained due to willingness to increase ITE personnel amd meeting room facilities as a means of supporting PIPPK. The disposition factor is related to honesty, commitment is one factor that has important consequences for effective policy implementation. In the Karanganyar area has a pretty good disposition especially at the honesty level and communication to the program plan that is implemented. Bureaucratic structure factor related to fragmentation still have not seen effectiveness and efficiency especially related to procedures for submitting program proposal to citizens. Fragmentation effort are able to accommodate citizens proposals through a proposal mechanism, not only adhered to the technical capacity, but also the element of responsibility and high commitment in its application.
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